BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan
dan pelanggaran, penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan
bagian asas legalitas, yaitu tentang sanksi yang ditetapkan oleh aparat
penegak hukum yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu.
Penerapan sanksi pidana terhadap pemberitaan bohong tentang Covid-19
diterapkan oleh Majelis Hakim yang memutusakan di Pengadilan Negeri
dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memberikan
seberapa berat/lama sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang
melakukan tindak pidana pemberitaan bohong, apakah akan diberikan
hukuman yang ringan atau hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan
perundang-undang yang berlaku. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku
tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19. Penerapan hukum
terhadap pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan
harapan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak lagi
melakukan perbuatannya memberitakan pemberitaan bohong tentang
Covid-19 karena berdampak meresahkan masyarakat luas, dengan begitu
diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat tidak

melakukan perbuatan seperti itu.
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2. Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong

tentang Covid-19, dibagi menjadi 2 (dua) upaya, yaitu:

a.

B. Saran

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya
pemberitaan bohong tentang Covid-19. Tindakan preventif yaitu suatu
upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan
tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat
dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan
pemberitaan bohong tentang Covid-19, dengan meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban
merupakan tanggung jawab bersama, serta mensosialisasikan dan
membentuk satuan tugas anti pemberitaan bohong Covid-19;

Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah
terjadinya kejahatan. Seperti pada kasus berdasarkan Nomor Register
Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan pada Nomor Register
Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg dimana upaya yang ditempuh aparat
penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang
Covid-19 dengan cara memberikan hukuman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan harapan bahwa akan

menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:
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1. Bagi masyarakat agar berhati-hati dalam hal menyebarkan suatu berita
terkait Covid-19 sebelum mengetahui kebenaran dari berita tersebut guna
terhindar dari pemberitaan bohong tentang Covid-19;

2. Bagi Pemerintah agar selalu mensosialisasikan terkait bahaya
memberitakan berita bohong tentang Covid-19, serta membentuk satuan
tugas anti pemberitaan bohong Covid-19 guna mengurangi penyebaran

pemberitaan bohong tentang Covid-19.
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